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SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian atau 
Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna 
Anggaran; 

6. SPT dan SPPD untuk Sekretar·is Kecarnatan, Esselon 
IV dan Staf Kecamatan ditandatangani oleh Camat; 
dan 

7. SPT untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain 
termasuk Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) Kabupaten, Gabungan Organisasi 
Wanita (GOW) Kabupaten, Dhai·ma Wanita (DW) 
Kabupaten ditandatangani Pengguna Anggaran, 
sedangkan pada Sekretar·iat Daerah SPT 
ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas 
nama Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani 
oleh Kepala Bagian yang bersangkutan atau pejabat 
yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran. 

b. Perjalanan Dinas dala1n Provinsi Sumatera Selatan 
ditentukan sebagai berikut: 

1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati 
ditandatangani oleh Bupati; 

2. SPT dan SPPD untuk Pejabat Esselon II dan Camat 
serta Pejabat Esselon III yang merupakan Kepala 
SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; 

3. SPT dan SPPD Kepala Bagian lingkup Sekretariat 
Daerah ditandatangani oleh Asisten yang 
membidangi atas narna Sekretaris Daerah; 

4. SPT untuk Pejabat Esselon III pada Dinas, Badan, 
Kantor, lnspektorat, Sekretariat DPRD, yang bukan 
merupakan Kepala SKPD ditandatangani oleh Asisten 
yang membidangi atas na111a Sekretaris Daerah, 
untuk SPPD ditandatangani oleh Pengguna 
Anggaran; 

5. SPT untuk Pejabat Esselon IV dan Staf pada Dinas, 
Badan, Kantor, Inspektorat, Sekretariat DPRD dan 
Bagian pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh 
Asisten yang membidangi atas narna Sekretaris 
Daerah, untuk SPPD ditandatangani oleh Pengguna 
Anggaran, sedangkan pada Sekretariat Daerah untuk 
SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian atau 
Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna · 
Anggaran; 

6. SPr dan SPPD untuk Sekreta1·is Kecarnatan, Esselon 
IV dan Staf Kecatnatan ditandatangani oleh 
Camat;dan 
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7. SPf dan SPPD untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak 
Lain termasuk Tim Penggerak Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten, Gabungan 
Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten, Dharma 
Wanita (DW) Kabupaten ditandatangani oleh 
Pengguna Anggaran sedangkan pada Sekretariat 
Daerah SPf ditandatangani oleh Asisten yang 
membidangi atas nama Sekretar·is Daerah dan SPPD 
ditandatangani oleh Kepala Bagian yang 
bersangkutan atau Pejabat yang diberi kewenangan 
oleh Pengguna Anggaran. 

c. Perjalanan dinas dalarn daerah ditentukan sebagai 
berikut: 

1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati 
ditandatangani oleh Bupati; 

2. SPT untuk Pejabat Esselon II dan pejabat Eselon III 
yang merupakan Kepala SKPD ditandatangani oleh 
Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh 
Pengguna Anggaran; 

3. SPT dan SPPD untuk Camat, Pejabat Esselon III yang 
bukan merupakan Kepala SKPD, Esselon IV dan Staf 
diluar lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani 
oleh Pengguna Anggaran_;_ 

4. Khusus untuk Kepala Bagian, Esselon IV dan Staf 
dilingkungan Sekretariat Daerah Penandatanganan 
SPT oleh Asisten yang membidangi atas nama 
Sekretaris Daerah, sedangkan untuk SPPD 
ditandatangani oleh Kepala Bagian; dan 

5. SPT dan SPPD untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak 
Lain termasuk Tim Penggerak Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten, Gerakan 
Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten, Dha1·ma 
Wanita (DW) Kabupaten ditandatangani oleh 
Pengguna Anggaran, sedangkan pada Sekretariat 
Daerah SPT ditandatangani oleh Asisten yang 
membidangi atas narna Sekretaris Daerah dan SPPD 
ditandatangani oleh Kepala Bagian yang 
bersangkutan atau Pejabat yang diberi kewenangan 
oleh Pengguna Anggaran. 

d. penandatanganan SPT dan SPPD antar SKPD (ter·rnasuk 
didalamnya Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain) 
ditentukan sebagai berikut: 

1. SPT Dal am Daerah ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah; 
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2. SPT Dalarn Provinsi dan Luar Provinsi Sumatera 

Sela tan ditandatangani oleh Bupati/Wakil 

Bupati;dan 

3. Sedangkan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat ( 1) huruf a, huruf b dan huruf c. 

e. SPT dan SPPD dalam daerah untuk Tim Pemeriksa 
Inspektorat dalain melak.sanakan Tugas Pokok dan 
Fungsi Inspektorat ditandatangani oleh Inspektt1r; 

f. la rna perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Sela tan 
dan luar Kabupaten dalarn Provinsi Sumatera Selatan, 
dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi 12 (dua belas) hari 
kerja kecuali bagi Tim Pemeriksa lnspektorat, Ajudan, 
Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan serta sopir 
Bupati/Wakil Bupati yang jumlah orangnya disesuaikan 
dengan kebutuhan; dan 

g. apabila lamanya perjalanan dinas melebihi hari kerja 
sebagaimana huruf f diatas, dapat dilaksanakan untuk 
melaksanakan perintah Bupati dan/atau memenuhi 
undangan kementerian/lembaga dan Kepala Daerah 
lainnya setelah mendapat persetujuan Bupati/Wakil 
Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Muara Enim. 

Diundangkan di Muara Enim 
pada tanggal 17 Mei 2021 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUARA ENIM, 

Dto 

EMRAN TABRANI 

Ditetapkan di Muara Enim 
pada tanggal 1 7 Mei 2021 

Pj. BUPATI MUARA ENIM, 

Dto 

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR 11 


